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ANALISIS PENERAPAN CASH MANAGEMENT SYSTEM (CMS) UNTUK 

MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN STUDI 

KASUS KPPN YOGYAKARTA 

 

Oleh: Trisna Rimadhani Arvita Sari 

Dibimbing Oleh: Dra. Marfuah, M.Si., Ak. CA. 

 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Cash Management System (CMS) 

di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta dalam upaya 

meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan. KPPN Yogyakarta merupakan instansi 

vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memiliki kewajiban menerapkan 

sistem pembayaran nontunai melalui CMS sesuai PMK Nomor 183 Tahun 2019. Metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi 

kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan bendahara pengeluaran 

dan petugas Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI) KPPN Yogyakarta, 

serta didukung oleh data dokumentasi berupa hasil monitoring CMS. Efektivitas CMS 

diukur menggunakan lima indikator efektivitas menurut Makmur, yaitu ketepatan waktu, 

ketepatan perhitungan biaya, ketepatan berpikir, ketepatan melakukan perintah, dan 

ketepatan sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan CMS di KPPN 

Yogyakarta telah memenuhi kelima indikator efektivitas tersebut. Penerapan CMS 

terbukti mampu mempersingkat waktu transaksi, meningkatkan akurasi perhitungan 

biaya, mendorong kemampuan pengguna, serta mewujudkan transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

penerapan CMS berkontribusi positif terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan 

keuangan di KPPN Yogyakarta. 

 

Kata kunci: Cash Management System, Efektivitas, Pengelolaan Keuangan, KPPN 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah Indonesia sampai saat ini terus berupaya untuk mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik. Salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik adalah pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. 

Instansi pemerintah dihadapkan pada kewajiban untuk mengelola kas secara akurat, 

transparan, dan akuntabel. Kewajiban tersebut bukan hanya bentuk kepatuhan 

terhadap regulasi, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas pengelolaan keuangan. Hal 

ini juga berlaku untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta 

yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi perbendaharaan dan 

pengelolaan kas negara.  

Pengertian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sesuai dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2012 adalah 

instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan, yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum 

Negara. KPPN bertugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara 

umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan 

penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. Sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan (DJPb) di bawah Kementerian Keuangan, KPPN Yogyakarta tidak 

hanya berfungsi sebagai penyedia layanan perbendaharaan bagi satuan kerja (satker), 

melainkan juga berperan sebagai satker yang melaksanakan kegiatan anggaran negara 

secara langsung. Dalam menjalankan fungsi tersebut, KPPN Yogyakarta memiliki 

peran untuk menjadi pelopor guna mendukung sistem pengelolaan keuangan yang 

efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.  

Mulai tahun 2015 hingga saat ini pemerintah Indonesia terus mengadopsi 

beberapa inovasi teknologi untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan 

efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Salah satu inovasi tersebut adalah penerapan 
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Cash Management System (CMS). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 183 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik 

Kementerian Negara/Lembaga CMS adalah sistem aplikasi dan informasi yang 

menyediakan informasi saldo, transfer antar rekening, pembayaran penerimaan 

negara dan utilitas, maupun fasilitas-fasilitas lain dalam pelaksanaan transaksi 

perbankan secara realtime online. Intinya, CMS itu seperti internet/mobile banking 

milik instansi/perusahaan. 

Penerapan CMS di KPPN Yogyakarta menjadi bagian penting dalam 

pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran diwajibkan untuk 

memanfaatkan CMS sebagai sarana dalam melakukan transaksi keuangan. Akan 

tetapi, keberhasilan penerapan CMS tidak hanya dinilai dari penggunaan sistem 

tersebut, melainkan juga mencakup proses monitoring untuk memastikan CMS 

digunakan sesuai ketentuan dan mencapai tujuan efektivitas pengelolaan keuangan. 

Berdasarkan hasil monitoring internal yang dilakukan oleh Seksi Manajemen 

Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI) KPPN Yogyakarta pada bulan September 

tahun 2025, terdapat informasi bahwa bendahara pengeluaran KPPN Yogyakarta telah 

melakukan transaksi menggunakan CMS sebanyak 291 kali, transaksi menggunakan 

kartu debit sebanyak 38 kali, serta tidak melakukan transaksi melalui teller. Data 

tersebut menunjukkan bahwa CMS telah digunakan dalam pengelolaan keuangan di 

KPPN Yogyakarta, namun pemanfaatannya belum optimal. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan CMS di KPPN 

Yogyakarta tidak bisa dinilai apabila hanya dilihat dari aspek penggunaan sistemnya 

saja, tetapi juga perlu dikaji dari sisi mekanisme monitoring yang dilakukan oleh 

internal KPPN Yogyakarta. Monitoring menjadi bagian penting dari penerapan CMS 

karena melalui kegiatan monitoring dapat diketahui tingkat kepatuhan, pola 

pemanfaatan, serta dampaknya terhadap efektivitas pengelolaan keuangan. Oleh 

karena itu, penerapan CMS harus disertai dengan proses monitoring sehingga 

diharapkan mampu mendorong pengelolaan keuangan yang lebih efektif. 

Berdasarkan uraian masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang Analisis Penerapan Cash Management System (CMS) untuk 

Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Studi Kasus KPPN Yogyakarta 
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dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan CMS di KPPN Yogyakarta 

dalam pengelolaan keuangan, mengetahui mekanisme monitoring CMS sebagai 

bagian dari penerapan CMS, serta mengetahui sejauh mana penerapan CMS 

berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah dari pelaksanaan kerja praktek atau magang di Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta adalah: 

1. Bagaimana penerapan Cash Management System (CMS) di KPPN Yogyakarta 

dalam pengelolaan keuangan? 

2. Bagaimana mekanisme monitoring CMS sebagai bagian dari penerapan CMS di 

KPPN Yogyakarta? 

3. Apakah penerapan CMS berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas 

pengelolaan keuangan di KPPN Yogyakarta? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti 

dari kegiatan amagang ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis penerapan Cash Management System (CMS) di KPPN Yogyakarta. 

2. Mendeskripsikan mekanisme monitoring CMS yang dilakukan oleh KPPN 

Yogyakarta. 

3. Mengevaluasi kontribusi penerapan CMS terhadap peningkatan efektivitas 

pengelolaan keuangan di KPPN Yogyakarta. 

1.4 Manfaat Magang 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat 

baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut: 

Bagi Mahasiswa:  

1. Menyelesaikan kewajiban dan menyusun laporan Tugas Akhir Magang.  

2. Memahami lebih dalam terkait akuntansi pemerintahan di lingkup KPPN 

Yogyakarta. 

3. Memahami pentingnya penerapan CMS terhadap peningkatan efektivitas 

pengelolaan keuangan di lingkup KPPN Yogyakarta.  
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4. Mempersiapkan sikap mental mahasiswa untuk terjun ke dalam dunia kerja/ 

industri. 

5. Mendapatkan pengetahuan-pengetahuan kontekstual terkait praktek ilmu yang 

didalami. 

Bagi Instansi Mitra Magang:  

1. Sebagai bahan evaluasi bagi instansi KPPN Yogyakarta untuk terus 

memanfaatkan CMS. 

2. Mendukung pelaksanaan kegiatan CSR (Corporate Social Responsibilities) 

Instansi mitra magang.  

3. Membina hubungan baik dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi mitra 

magang. 

4. KPPN Yogyakarta dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dengan 

cara memberikan ilmu dan keterampilan secara riil yang tidak diberikan di bangku 

perkuliahan.  

Bagi Prodi Akuntansi:  

1. Membangun hubungan kemitraan dengan Instansi Mitra Magang.  

2. Mendukung Visi, Misi, dan Tujuan Prodi Akuntansi FBE UII  

3. Meningkatkan kualitas, keterserapan, dan kemanfaatan lulusan di masyarakat dan 

dunia kerja.  

4. Mendukung pelaksanaan standarisasi kompetensi lulusan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Prinsip Dasar Pengelolaan Keuangan Negara 

Pengelolaan keuangan negara yang baik merupakan salah satu pilar 

keberhasilan pemerintahan suatu negara. Pengelolaan keuangan negara adalah suatu 

proses mengelola sumber daya finansial milik negara untuk membiayai pengeluaran 

negara, menjalankan program pemerintahan, dan melaksanakan kebijakan-kebijakan 

pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam mengelola keuangan negara harus 

didasarkan pada hukum yang berlaku, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, disebutkan 

bahwa keuangan negara dikelola berdasar prinsip tertib, taat pada peraturan 

perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Menurut Widayati (2014), berikut 

penjelasan tentang prinsip pengelolaan keuangan negara: 

1. Efisiensi, artinya pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau 

penggunaan input terendah untuk mencapai output tertentu. 

2. Ekonomis merupakan perolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada 

tingkat harga yang terendah. 

3. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan 

yaitu dengan cara membandingkan output dengan hasil yang dicapai. 

4. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat 

untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang 

keuangan negara. 

5. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan alokasi sumber 

pendanaannya. 

6. Kepatutan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan secara wajar dan 

proporsional. 
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2.2 Efektivitas 

Menurut Mahmudi (2015) teori efektivitas adalah hubungan antara hasil yang 

diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Semakin besar kontribusi output 

terhadap tujuan maka semakin efektif organisasi tersebut, jadi intinya suatu organisasi 

atau program bisa dikatakan efektif apabila tugas/ program tersebut outputnya dapat 

memenuhi tujuan yang diharapkan (spending wisely). 

2.3 Efektivitas dalam Perspektif Manajemen Keuangan 

Dalam manajemen keuangan, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat 

pencapaian tujuan atau sasaran. Sedangkan dalam kamus istilah ekonomi, efektivitas 

mengacu pada kuantitas atau ukuran yang menunjukkan tingkat pencapaian tujuan. 

Dalam konteks sektor publik atau pemerintahan, keberhasilan suatu kegiatan 

berkaitan erat dengan efektivitas. Suatu kegiatan dianggap sudah efektif apabila 

kegiatan tersebut berhasil memberikan kontribusi terhadap kapasitas untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan target yang telat ditentukan. 

2.4 Indikator Efektivitas 

Menurut Makmur dalam Auffar (2023) indikator efektivitas dilihat dari 

beberapa segi kriteria efektivitas, sebagai berikut:  

a. Ketepatan Waktu 

Waktu mempunyai arti penting dan tidak dapat diperoleh kembali setelah 

berlalu. Waktu merupakan sesuatu yang mempunyai pengaruh besar terhadap 

keberhasilan maupun kegagalan suatu institusi atau organisasi. Oleh karena itu, 

memanfaatkan waktu dengan bijak akan berpengaruh terhadap efektivitas pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketepatan waktu mempunyai beberapa 

kriteria, yakni dapat memenuhi batas waktu, tidak ada keterlambatan, dapat 

mengelola waktu dengan baik, dan dapat menyelesaikan tugas dengan efisien. Dalam 

hal ini, efektivitas pengelolaan keuangan dapat meningkat apabila CMS mampu 

mendukung pejabat perbendaharaan pada KPPN untuk melakukan transaksi secara 

real-time. 

b. Ketepatan Perhitungan Biaya 
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Biaya mempunyai arti penting terhadap pelaksanaan kegiatan, dan biaya juga 

sangat memengaruhi kelancaran kegiatan suatu lembaga atau organisasi. Ketepatan 

perhitungan biaya menggambarkan sejauh mana penerapan CMS mampu 

mewujudkan pemantauan arus kas yang lebih mudah, cepat dan akurat. Dalam hal ini, 

kegiatan monitoring yang dilakukan oleh KPPN bertujuan untuk memastikan setiap 

transaksi yang dilakukan melalui CMS tercatat dengan tepat sehingga arus kas juga 

jelas. Dengan demikian, indikator ini mengukur sejauh mana CMS berkontribusi 

dalam menjaga keakuratan informasi keuangan. 

c. Ketepatan Berpikir 

Keefektifan berasal dari pemikiran yang cermat, sehingga keberhasilan yang 

diinginkan dalam bentuk kerja sama dapat dimaksimalkan, dan tujuan yang 

ditetapkan serta tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai, 

baik tentang bagaimana perumusan strategi, bagaimana implementasi, dan tindakan 

yang perlu dilakukan. Kriteria ketepatan berfikir dalam hal ini mengacu pada 

kemampuan user CMS dalam pemanfaatan CMS untuk mencapai efisiensi keuangan. 

Dengan demikian, indikator ini menilai bagaimana kemampuan pejabat 

perbendaharaan dalam penggunaan CMS sehingga dapat meningkatkan efektivitas 

proses pengelolaan keuangan. 

d. Ketepatan dalam Melakukan Perintah 

Efektivitas suatu kegiatan lembaga atau organisasi sangat bergantung pada 

kemampuan pemimpin untuk mengeluarkan perintah yang jelas dan dapat dipahami 

oleh bawahannya. Jika perintah yang dikeluarkan tidak jelas dan tidak dipahami, hal 

ini dapat menyebabkan malfungsi yang berdampak buruk bagi lembaga atau 

organisasi tersebut. Dalam konteks ini, monitoring CMS yang dilakukan oleh KPPN 

diharapkan dapat memastikan bahwa pejabat perbendaharaan telah memahami 

penggunaan CMS sehingga pejabat perbendaharaan dapat memanfaatkan fasilitas 

CMS dengan benar. Jika perintah terkait pemanfaatan CMS tidak dipahami atau 

dijalankan dengan baik, maka akan muncul kendala dalam proses transaksi dan 

pelaporan keuangan, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas pengelolaan 

keuangan. 
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e. Ketepatan Sasaran 

Keberhasilan kegiatan individu atau organisasi ditentukan oleh penetapan 

sasaran yang tepat. Sebaliknya, jika sasaran tidak ditetapkan dengan benar, maka 

dapat menghambat pelaksanaan kegiatan. Kriteria ketepatan sasaran dalam hal ini 

dapat dilihat apakah penggunaan CMS mendukung tujuan pengelolaan keuangan 

negara yang meliputi efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, juga dilihat 

apakah CMS memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan KPPN 

Yogyakarta. 

2.5 Cash Management System 

Berdasarkan PMK Nomor 183 Tahun 2019, Cash Management System (CMS) 

adalah sistem aplikasi dan informasi yang menyediakan informasi saldo, transfer 

antar rekening, pembayaran penerimaan negara dan utilitas, maupun fasilitas-fasilitas 

lain dalam pelaksanaan transaksi perbankan secara realtime online. CMS dapat 

diibaratkan sebagai internet banking versi entitas/perusahaan, merupakan fitur yang 

wajib disediakan oleh bank dari pembukaan Virtual Account (VA) pengeluaran. CMS 

bersama dengan kartu debit dan KKP mendorong cashless society khususnya di 

lingkup pemerintahan.  

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021), CMS adalah 

sistem layanan perbankan berbasis teknologi informasi yang disediakan untuk 

mendukung pengelolaan kas negara secara efisien, efektif, dan transparan. Layanan 

CMS merupakan layanan perbankan berbasis web yang bisa diakses satker melalui 

gadget mereka. Fitur dari CMS memungkinkan satker untuk melakukan transaksi 

keuangan secara realtime tanpa harus datang ke bank. Selain itu CMS juga bisa 

digunakan untuk memantau mutasi transaksi dan saldo rekening sehingga bisa 

tercapai tujuan transparansi. Satuan kerja yang menggunakan CMS harus menerapkan 

pembagian user maker, checker, dan releaser. User maker adalah pegawai atau pejabat 

yang memiliki wewenang untuk membuat dan mengungggah permintaan transfer. 

Pejabat perbendaharaan yang memiliki kewenangan sebagai user maker adalah 

bendahara pengeluaran. User checker adalah pegawai yang memiliki wewenang 

untuk memeriksa dan menyetujui kesesuaian permintaan transfer di CMS dengan 

dokumen pendukung seperti dokumen perikatan atau dokumen penagihan dan 
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penyedia barang dan jasa. User releaser adalah pegawai yang memiliki wewenang 

untuk melakukan otorisasi atau pengesahan proses pembayaran melalui CMS seperti 

KPA/PPK. Setiap user memiliki user ID dan passwordnya masing-masing. User 

checker dan releaser memiliki secure ID token dengan pin dinamis untuk melakukan 

otorisasi transaksi. 

Penerapan Cash Management System (CMS) memberikan banyak manfaat 

bagi pengelolaan keuangan publik contohnya di lingkup KPPN Yogyakarta, karena 

CMS dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas sehingga bisa tercapainya peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan 

publik. 

2.6 Kajian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai efektivitas penggunaan 

Cash Management System (CMS) dalam pengelolaan keuangan. Berikut ini 

merupakan rangkuman penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini: 

Tabel 1 Kajian Penelitian Terdahulu 

No Penulis  Obyek Temuan 

1 NR Primadani 

(2019) 

Badan Pengelolaan 

Keuangan Kota Banda 

Aceh 

Melalui penggunaan CMS dari 

PT. Bank Aceh Syariah 

memberikan banyak manfaat 

misalnya semakin mempermudah 

kebutuhan transaksi bagi instansi 

pemerintahan, sehingga dapat 

meningkatkan efektivitas 

terhadap Pemerintah Kota Banda 

Aceh. 

2 Imelda Sari 

(2020) 

PIK Pulogadung Pelaksanaan CMS di PIK 

Pulogadung dapat mendukung 

pengelolaan keuangan daerah jadi 

lebih efektif dan efisien, 

contohnya CMS mampu 
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memberikan kemudahan kepada 

wajib retribusi untuk membayar. 

3 Manda Juniar 

Auffar (2023) 

Biro Keuangan Badan 

Narkotika Nasional 

Republik Indonesia 

Penggunaan CMS di biro 

keuangan BNN RI dapat 

dikatakan sudah efektif, karena 

sudah memenuhi kelima indikator 

efektivitas. 

4 Putri Safadilla 

(2024) 

KPU Kabupaten 

Jember 

Penggunaan Cash Management 

System (CMS) oleh KPU 

Kabupaten Jember mempermudah 

kebutuhan transaksi di lingkungan 

pemerintahan. Dalam industri 

perbankan, Cash Management 

System (CMS) meningkatkan 

efektivitas pengelolaan 76 

keuangan di KPU Kabupaten 

Jember, membuat proses transaksi 

lebih efisien dan teratur  

5 Rahmawati Zein KCPSY Bank Sumut 

Syariah Multatuli 

Penerapan CMS semakin 

mempermudah kebutuhan 

transaksi bagi instansi 

pemerintahan pada industri 

perbankan, sehingga dapat 

mempertinggi efektivitas aplikasi 

Cash Management System Bank 

Sumut Syariah Multatuli terhadap 

Pemerintah Kota Medan. 

Sumber: Berbagai Literatur 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. 

Penulis memilih menggunakan metode ini karena penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai topik yang 

diteliti. Melalui metode studi kasus, penulis akan berinteraksi langsung dengan 

sumber data dalam memperoleh informasi. Pada penelitian ini, penulis akan 

menganalisis penerapan Cash Management System (CMS) di KPPN Yogyakarta 

dalam pengelolaan keuangan, penulis juga akan mendeskripsikan tentang mekanisme 

monitoring Cash Management System (CMS) yang dilakukan KPPN Yogyakarta, 

serta mengevaluasi dampak penerapan CMS terhadap efektivitas pengelolaan 

keuangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi 

perbaikan mengenai penerapan CMS di KPPN Yogyakarta. 

3.2 Sumber dan Data Penelitian 

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yang terdiri dari 

sumber data primer dan sumber data sekunder.  

1. Sumber Data Primer 

Menurut Sugiyono (2022), sumber data primer ialah sumber data yang 

didapatkan peneliti dari sumbernya langsung atau dari orang pertama, baik individu 

maupun perorangan. Pada penulisan laporan ini, penulis menggunakan data primer 

yang diperoleh secara lansung dari sumber asli tanpa melalui media perantara. Dalam 

penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara, dan 

observasi yang dilakukan langsung oleh penulis di KPPN Yogyakarta. 

2. Sumber Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2022), sumber data sekunder ialah sumber data yang 

diperoleh secara tidak langsung atau data yang diperoleh melalui pihak lain. Data 

tersebut didapatkan dari sumber yang bisa memberikan dukungan penelitian seperti 
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dari literatur dan dokumentasi. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data 

sekunder adalah laporan hasil monitoring penggunaan CMS berdasarkan Kanwil 

DJPb dan KPPN Yogyakarta. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data - data yang berkaitan dengan Analisis Penerapan 

Cash Management System (CMS) untuk Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan 

Keuangan pada Lingkup KPPN Yogyakarta adalah wawancara, observasi dan, 

dokumentasi. 

a. Wawancara 

Menurut Sugiyono (2022), wawancara merupakan teknik pengumpulan 

data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Sebelum 

melakukan wawancara, penulis membuat rancangan pertanyaan secara umum 

yang nantinya pertanyaan tersebut akan dikembangkan pada saat wawancara 

berlangsung. Penulis akan melakukan wawancara kepada pegawai pelaksana 

seksi MSKI (Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal) yang bertugas untuk 

monitoring penggunaan CMS di lingkup KPPN Yogyakarta, selain itu penulis 

juga akan melakukan wawancara kepada bendahara pengeluaran KPPN 

Yogyakarta sebagai user CMS. 

b. Observasi 

Menurut Sugiyono (2022) observasi adalah kondisi dilakukannya 

pengamatan secara langsung oleh peneliti agar lebih bisa memahami konteks data 

dalam keseluruhan situasi sosial sehingga dapat diperoleh pandangan yang 

menyeluruh. Penulis mengamati secara langsung mengenai fenomena yang terjadi 

saat penerapan CMS dan penulis akan mengamati secara langsung pelaksanaan 

kegiatan monitoring penggunaan CMS di lingkup KPPN Yogyakarta oleh seksi 

MSKI. 

c. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2022) dokumentasi merupakan pengumpulan dari 

catatan peristiwa yang sudah berlaku baik berbentuk tulisan, gambar/foto atau 
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karya-karya monumental dari seseorang/instansi. Dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan informasi setelah itu dianalisis. Dokumentasi adalah pelengkap 

dari penggunaan metode observasi serta wawancara dari penelitian kualitatif. 

Sehingga pada penelitian ini penulis berusaha mengumpulkan dokumen yang 

didapatkan di lapangan. Dokumen yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

yaitu: 

- Laporan hasil monitoring CMS yang didapatkan dari seksi Manajemen Satker dan 

Kepatuhan Internal 

- Laporan hasil realisasi penggunaan CMS 

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga 

3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis Data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data 

kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sugiyono (2022) menyatakan bahwa 

analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lain sehingga lebih mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain. Penulis menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengolah dan 

menganalisis data yang telah diperoleh. Pengambilan kesimpulan didasarkan pada 

interpretasi dan penemuan persamaan makna dari data-data alamiah yang terkumpul 

selama penelitian.  

Tahapan analisis data yang dilakukan oleh penulis ada tiga langkah, yaitu 

reduksi data (data reduction), penyajian data (display data), dan penarikan 

kesimpulan. 

1. Reduksi Data (data reduction) 

Tahapan setelah melakukan pengumpulan data adalah mereduksi data. 

Mereduksi data adalah proses analisis untuk memfokuskan, menyederhanakan, 

dan mengorganisasikan data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi yang 

telah dikumpulkan. Pada penelitian ini penulis mengidentifikasi informasi yang 

relevan dengan fokus penelitian, yaitu penerapan CMS dalam pengelolaan 
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keuangan, proses monitoring CMS, dan kontribusi CMS dalam meningkatkan 

efektivitas pengelolaan keuangan. Data yang tidak relevan akan dieliminasi agar 

analisis tetap terarah sesuai tujuan penelitian. 

2. Penyajian Data (display data) 

Tahapan selanjutnya yaitu menyajikan data yang telah direduksi ke dalam 

uraian naratif, kutipan wawancara, tabel, maupun kategori tematik. Pada tahap ini, 

penulis mengelompokkan temuan berdasarkan fokus utama penelitian seperti 

penerapan CMS dalam pengelolaan keuangan di KPPN Yogyakarta, mekanisme 

monitoring CMS, serta indikator efektivitas pengelolaan keuangan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Tahapan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. 

berdasarkan pola dan temuan yang muncul dari hasil analisis. Kesimpulan yang 

dihasilkan bersifat final namun tetap harus melewati proses verifikasi secara 

berulang dengan data lapangan dan hasil dokumentasi untuk memastikan bahwa 

temuan penelitian ini benar benar menggambarkan penerapan CMS terhadap 

peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan di lingkup KPPN Yogyakarta. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Profil Tempat Magang 

      Nama Instansi: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta 

      Alamat: Gedung Keuangan Negara, Jl. Kusumanegara No.11, Semaki, Yogyakarta 

      Nomor Telepon: 085159246055 

      Website: https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/yogyakarta/id/ 

 

Gambar 3 KPPN Yogyakarta 

Sumber: Dokumentasi KPPN Yogyakarta 

Pengertian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sesuai dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK.05/2012 adalah 

instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan, yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum 

Negara. KPPN bertugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara 

umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan 

https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/yogyakarta/id/
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penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPPN juga 

mendukung digitalisasi pengelolaan keuangan melalui pemanfaatan Cash 

Management System (CMS), Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan digipay. KPPN 

Yogyakarta memberikan pelayanan kepada mitra kerja di lingkup KPPN Yogyakarta 

yaitu semua kantor / satuan kerja, instansi pemerintah di Lingkungan Kementerian 

Negara / Lembaga dan pemerintah daerah di Yogyakarta, Sleman dan Bantul. Selaras 

dengan tugas KPPN yaitu memberikan pelayanan kepada mitra kerja di lingkup 

KPPN Yogyakarta, maka KPPN Yogyakarta menetapkan visi, misi, motto dan janji 

layanan. 

Visi KPPN Yogyakarta antara lain: Menjadi pengelola perbendaharaan negara di 

daerah yang profesional, modern, transparan dan akuntabel 

Misi KPPN Yogyakarta antara lain:  

1. Mewujudkan pengelolaan kas yang efisien dan optimal; 

2.Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif dan     

akuntabel; 

3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan 

dan tepat waktu. 

Motto KPPN Yogyakarta adalah: Kepuasan Mitra, Komitmen Kami 

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 

Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 

yang bertipe A1, terdiri dari: 

1. Subbagian Umum,  

2. Seksi Pencairan Dana,  

3. Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI),  

4. Seksi Bank, dan  

5. Seksi Verifikasi dan Akuntansi 
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Gambar 4 Struktur Organisasi KPPN Yogyakarta 

Sumber: KPPN Yogyakarta yang diolah penulis 

 

Berikut penjelasan mengenai tugas masing-masing seksi sesuai dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata 

Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan: 

1. Seksi Pencairan Dana 

Seksi pencairan dana memiliki beberapa tugas yang langsung berkaitan dengan satuan 

kerja mengenai pencairan dana satuan kerja. Beberapa tugas seksi pencairan dana 

adalah: 

a. Melakukan pengujian resume tagihan dan Surat Perintah Membayar (SPM), 
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b. Melakukan pengujian Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan 

Layanan Umum (SP3B-BLU), 

c. Menerbitkan Surat Tanggapan Koreksi, 

d. Melakukan pengelolaan data kontrak, data pemasok (supplier), dan belanja 

pegawai satuan kerja, 

e. Melakukan pengesahan hibah langsung dalam bentuk uang, 

f. Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran satuan kerja. 

 

2. Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI) 

Seksi MSKI mempunyai tugas antara lain: 

a. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan, 

b. Supervisi teknis Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan 

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), 

c. Asistensi teknologi informasi dan komunikasi eksternal, 

d. Melakukan penyelenggaraan fungsi manaJemen hubungan pengguna layanan 

(customer relationship management), 

e. Melakukan pelaksanaan tugas Pembina Pengelola Perbendaharaan (treasury 

management representative), 

f. Pengelolaan layanan perbendaharaan dan rencana penarikan dana 

g. Melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengaduan, 

kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, 

h. Melakukan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, 

i. Koordinasi penyelenggaraan manajemen mutu layanan, 

j. Fasilitasi sertifikasi bendahara, 

k. Fasilitasi kerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak lainnya 

l. Monitoring penerimaan dana transfer, 

m. Koordinasi pemberian keterangan saksi/ahli keuangan negara, 

n. Pelaksanaan program Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih 

Melayani (WBK/WBBM) 

 

3. Seksi Bank 

Seksi Bank mempunyai tugas antara lain: 
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a. melakukan penyelesaian transaksi pencairan dana, 

b. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), 

c. fungsi pengelolaan kas (cash management), 

d. penerbitan Daftar Tagihan, 

e. pengelolaan rekening pemerintah, 

f. penatausahaan penenmaan negara, 

g. penyelesaian retur, 

h. pengujian permintaan pengembalian penerimaan negara, 

i. konfirmasi dan koreksi data transaksi penerimaan, 

j. fungsi layanan bantuan (helpdesk) penerimaan negara, 

k. monitoring dan evaluasi bank/ pos persepsi, 

l. pengelolaan dokumen sumber dan analisis data Penerimaan Fihak Ketiga (PFK), 

m. pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) 

n. supervisi implementasi sistem pengelolaan kas (Cash Management System) pada 

rekening bendahara, 

o. monitoring dan evaluasi kredit program. 

 

4. Seksi Verifikasi dan Akuntansi (VERA) 

Seksi Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas antara lain: 

a. Melakukan verifikasi dokumen pembayaran, 

b. Rekonsiliasi data laporan keuangan, 

c. Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) tingkat 

Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN)-Daerah, 

d. Pelaporan realisasi dan analisis kinerja anggaran, 

e. Pembinaan pertanggungjawaban bendahara, 

f. Rekonsiliasi data rekening pemerintah, 

g. Penyusunan laporan saldo rekening pemerintah, 

h. Pencatatan pengesahan hibah langsung dalam bentuk barang, 

i. Penerbitan dokumen pengembalian penerimaan. 
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4.2 Aktivitas Magang 

Pelaksanaan kegiatan magang dimulai dari tanggal 1 Oktober 2025 sampai 

dengan 31 Januari 2026. Sebelum penulis melaksanakan kegiatan magang, 

penulis melakukan beberapa persiapan seperti mempelajari terlebih dahulu 

tentang profil instansi, seksi-seksi yang ada di instansi beserta jobdescnya, sistem-

sistem yang digunakan instansi secara umum melalui media website instansi. 

Website KPPN Yogyakarta bisa diakses melalui 

https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/yogyakarta/id/. Pada minggu pertama kegiatan 

magang mulai dari 1 Oktober hingga 8 Oktober 2025 penulis diberikan 

pembekalan sebelum memulai kegiatan magang yang disampaikan oleh Bapak 

Sutarman selaku Kepala Subbagian Umum KPPN Yogyakarta. Penulis diberi 

pengarahan mengenai jam kerja kantor dan tata berpakaian selama kegiatan 

magang dilakukan yaitu hari Senin menggunakan kemeja putih dan bawahan 

hitam, hari Selasa kasual, hari Rabu menggunakan kemeja biru tua dan bawahan 

krem, hari Kamis kasual, dan hari Jumat menggunakan batik. Kegiatan magang 

dilaksanakan pada 5 hari kerja, yaitu dari hari Senin sampai Jumat dengan jam 

kerja yang dimulai pukul 07.30 WIB dan berakhir pada pukul 17.00 WIB. Setiap 

hari Senin kegiatan perkantoran akan dibuka dengan kegiatan “Semangat Pagi” 

yang merupakan kegiatan rutin berupa briefing dari masing-masing kepala divisi 

dan kepala kantor KPPN Yogyakarta kepada seluruh pegawai sebelum memulai 

kegiatan perkantoran. Adapun fungsi dari kegiatan “Semangat Pagi” ini adalah 

untuk menyampaikan pencapaian kerja masing-masing divisi, serta pemberian 

arahan dari kepala kantor KPPN Yogyakarta.  

Sebagai awal dari pelaksanaan kegiatan magang, penulis diarahkan untuk 

ikut di subbagian umum. Dalam minggu pertama ini, penulis juga dipersilahkan 

untuk menggali informasi lebih dalam mengenai topik penulisan laporan magang 

yang akan diambil melalui literatur perpustakaan instansi atau media lain. Setelah 

mencari informasi lebih dalam, penulis tertarik dengan topik Cash Management 

System atau CMS, yakni sistem yang digunakan oleh pejabat perbendaharaan 

KPPN dan juga satuan kerja lainnya untuk bertransaksi secara online real-time, 

singkatnya CMS itu seperti mobile banking milik instansi/perusahaan. Penulis 

tertarik memilih topik ini sebagai laporan magang karena CMS merupakan salah 

https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/yogyakarta/id/
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satu inovasi dalam hal digitalisasi keuangan oleh Kemenkeu guna mendukung 

transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan.  

Penerapan CMS di KPPN Yogyakarta menjadi bagian penting dalam 

pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran diwajibkan 

untuk memanfaatkan CMS sebagai sarana dalam melakukan transaksi keuangan. 

Akan tetapi, keberhasilan penerapan CMS tidak hanya dinilai dari penggunaan 

sistem tersebut, melainkan juga mencakup proses monitoring untuk memastikan 

CMS digunakan sesuai ketentuan dan mencapai tujuan efektivitas pengelolaan 

keuangan. Berdasarkan hasil monitoring internal KPPN Yogyakarta terdapat 

informasi bahwa transaksi oleh bendahara pengeluaran melalui CMS sudah 

mendominasi, tetapi beberapa kali bendahara masih bertransaksi melalui kartu 

debit. Data tersebut menunjukkan bahwa CMS telah digunakan dalam 

pengelolaan keuangan di KPPN Yogyakarta, namun pemanfaatannya belum 

optimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa monitoring menjadi bagian penting 

dari penerapan CMS karena melalui kegiatan monitoring dapat diketahui tingkat 

kepatuhan, pola pemanfaatan, serta dampak penerapan CMS terhadap efektivitas 

pengelolaan keuangan. Maka dari itu, penulis ingin memastikan bahwa penerapan 

CMS oleh pejabat perbendaharaan KPPN Yogyakarta ini dapat meningkatkan 

efektivitas pengelolaan keuangan di lingkup KPPN Yogyakarta. Oleh karena itu, 

penulis tertarik untuk mengambil topik dengan judul “Analisis Penerapan Cash 

Management System (CMS) untuk Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan 

Keuangan Studi Kasus KPPN Yogyakarta”. Setelah judul tersebut 

dikonfirmasi oleh dosen pembimbing dan instansi terkait, penulis segera 

menyusun laporan akhir magang. 

 

Pada bulan Oktober ini, penulis ditempatkan di seksi MSKI (Manajemen 

Satker dan Kepatuhan Internal) sesuai dengan arahan Kepala Subbagian Umum. 

Hal ini dikarenakan topik laporan akhir magang yang akan diambil penulis 

merupakan ranah dari seksi MSKI. Pada bulan ini penulis memulai pengenalan 

mengenai ruang lingkup seksi MSKI. Kegiatan pertama yang penulis ikuti adalah 

Mobile Service Area (MSA) yang dilaksanakan di kantor BSI cabang Sudirman 

Yogyakarta, dari kegiatan tersebut, penulis jadi lebih paham tentang pentingnya 
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evaluasi, monitoring, dan pendampingan implementasi CMS, KKP, dan digipay 

pada satker. Sedangkan tugas pertama penulis yaitu Membantu merancang 

dokumen tentang pelaksanaan pembinaan KPPN tahun 2025, dari tugas tersebut 

penulis jadi lebih paham tentang dokumen apa saja yang menjadi bahan 

pembinaan dan supervisi KPPN. Penulis juga membantu mencatat hasil 

wawancara mengenai Survei Penilaian Pengendalian Intern Tingkat Entitas 

(PITE) KPPN Yogyakarta tahun 2025 dan mengolah data kuesioner PITE 

menggunakan Microsoft Excel. Selain itu, penulis juga membantu merancang 

desain flyer mengenai kode etik ASN melalui aplikasi canva. 

 

Pada bulan selanjutnya, bulan November, penulis ditugaskan untuk 

membuat buku saku tentang gratifikasi, penulis merancang desain buku saku 

menggunakan aplikasi Canva, penulis juga mencari isi materi buku saku melalui 

berbagai sumber. Kemudian, penulis juga mengikuti kegiatan FGD FA 

Government Advisory Bulan November 2025 yang membahas tentang capaian 

realisasi anggaran para satker dan strategi untuk meningkatkan efisiensi anggaran 

pada satker. Selain itu, penulis juga Mengikuti kegiatan Bimbingan Sistem 

Akuntansi Instansi (BIMASAKTI) dengan tema Penggunaan Coretax pada 

Bendahara Satuan Kerja Kementerian/Lembaga.  

 

Pada bulan Desember, penulis ditugaskan untuk membantu rangkaian 

acara HAKORDIA (Hari AntiKorupsi Sedunia), pada acara tersebut penulis 

diminta untuk menjadi dokumentator dalam kegiatan senam bersama KPPN 

Yogyakarta dan para satker, Kemudian, penulis juga ditugaskan untuk mengolah 

data transaksi Digipay pada satker menggunakan Microsoft Excel. Selain itu, 

penulis juga ditugaskan untuk membuat powerpoint mengenai strategi 

keberlanjutan WBBM KPPN Yogyakarta dan juga mengenai service excellent 

KPPN Yogyakarta. Penulis juga diarahkan untuk mengikuti konferensi PERS 

APBNKITA edisi Desember 2025 melalui channel youtube Kemenkeu RI. 

 

Di bulan terakhir magang, bulan Januari, penulis fokus untuk mencari data 

yang diperlukan untuk penulisan laporan akhir magang. Penulis melakukan 
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wawancara dengan pelaksana seksi MSKI mengenai mekanisme monitoring 

CMS, kemudian penulis juga menganalisis data hasil monitoring CMS pada satker 

di lingkup KPPN Yogyakarta periode 1-31 Januari 2025. Selain itu, penulis juga 

melakukan wawancara dengan pejabat fungsional bendahara pengeluaran KPPN 

Yogyakarta mengenai penerapan CMS dan efektivitasnya. 

4.3 Ketercapaian Aktivitas Magang 

Adapun aktivitas yang dilakukan selama magang sebagai berikut: 

Tabel 2 Aktivitas Magang 

N

o 

Tanggal Aktivitas Hasil 

1. 1-8 

Oktober 

2025 

- Diberikan penjelasan 

mengenai tata tertib 

mahasiswa magang, 

tata berpakaian di 

kantor, dan juga jam 

kerja kantor 

- Diberikan pengenalan 

terhadap lingkungan 

kantor dan sekilas 

mengenai tugas seksi-

seksi di KPPN 

Yogyakarta 

- Mengikuti briefing 

“Semangat Pagi” 

setiap hari senin 

- Mencari referensi 

topik laporan magang 

dan menentukan 

rencana judul laporan 

magang 

- Peserta magang 

mengetahui lingkup 

kerja KPPN dan tugas-

tugas tiap seksi di 

KPPN 

- Peserta magang 

menemukan rencana 

judul laporan magang 

dengan judul “Analisis 

Monitoring Cash 

Management System 

(CMS) terhadap 

Efektivitas 

Pengelolaan Keuangan 

pada Lingkup KPPN 

Yogyakarta” 
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2.  9-15 

Oktober 

2025 

- Penempatan di seksi 

MSKI (Manajemen 

Satker dan Kepatuhan 

Internal) oleh 

pembimbing magang 

- Mengikuti kegiatan 

Mobile Service Area 

(MSA) di BSI 

Sudirman Jogja 

- Membantu merancang 

dokumen tentang 

pelaksanaan 

pembinaan KPPN 

tahun 2025 

- Mengikuti briefing 

“Semangat Pagi” 

setiap hari senin 

- Peserta magang 

mengetahui tentang 

pentingnya evaluasi, 

monitoring, dan 

pendampingan 

implementasi CMS, 

KKP, dan digipay 

- Peserta magang 

mengetahui tentang 

dokumen apa saja 

yang menjadi bahan 

pembinaan dan 

supervisi KPPN 

3. 16-22 

Oktober 

2025 

- Membantu membuat 

google form mengenai 

Survei Penilaian 

Pengendalian Intern 

Tingkat Entitas (PITE) 

pada KPPN 

Yogyakarta Tahun 202

5 

- Membantu mencatat 

hasil wawancara 

terkait PITE Tahun 

2025 

- Mengikuti briefing 

“Semangat Pagi” 

setiap hari senin 

- Peserta magang 

mengetahui tentang 

indikator yang 

digunakan untuk 

menilai Pengendalian 

Intern Tingkat Entitas 

(PITE) pada KPPN 

Yogyakarta Tahun 202

5 
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4. 23-29 

Oktober 

2025 

- Mengikuti briefing 

“Semangat Pagi” 

setiap hari senin 

- Melakukan studi 

literatur pada 

Perpustakaan KPPN 

Yogyakarta tentang 

topik laporan magang 

- Membantu merekap 

dan mengolah data 

hasil survei PITE 

menggunakan excel 

- Mengikuti kegiatan 

Focus Group 

Discussion (FGD) 

mengenai 

implementasi central 

goverment advisory 

yang membahas 

tentang dispensasi 

SPM dan kontrak pada 

Satker 

- Merancang desain 

flyer mengenai kode 

etik ASN melalui 

aplikasi canva  

- Peserta magang 

mengetahui apabila 

ada satker yang 

meminta dispensasi 

SPM dan kontrak, 

maka akan 

berpengaruh makro, 

dan bertentangan 

terhadap prinsip 

pengelolaan APBN. 

- Peserta magang 

mengetahui dan 

mampu menerapkan 

rumus excel untuk 

mengolah data terkait 

- Peserta magang 

mengetahui mengenai 

kinerja APBN Tingkat 

nasional maupun di 

Yogyakarta, 

mengetahui realisasi 

belanja pemerintah 

pusat dan realisasi 

penerimaan 

 

5. 30 

Oktober-5 

Novemebr 

2025 

- Mengikuti briefing 

“Semangat Pagi” 

setiap hari senin 

- Mengikuti rangkaian 

acara Hari Oeang 

- Melanjutkan 

- Peserta magang 

engetahui core value 

dan kode etik ASN 

- Meningkatnya skill 

desain digital melalui 

canva 
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rancangan desain flyer 

mengenai kode etik 

ASN melalui aplikasi 

canva 

- Mulai mencari 

dokumen-dokumen 

yang berkaitan dengan 

topik proposal magang 

- Peserta magang 

mengetahui dokumen-

dokumen yang 

berkaitan dengan topik 

proposal magang 

6. 6-12 

November 

2025 

- Mengikuti briefing 

“Semangat Pagi” 

setiap hari senin 

- Merancang desain 

buku mengenai 

pemahaman tentang 

gratifikasi melalui 

aplikasi canva 

- Mencari referensi 

untuk menyusun 

materi isi buku tentang 

memahami gratifikasi 

- Peserta magang dapat 

meningkatkan skill 

desain melalui canva 

- Peserta magang 

mengetahui lebih 

dalam tentang 

gratifikasi, kebijakan 

KPPN dalam 

mencegah gratifikasi, 

apa yang harus 

dilakukan saat kita 

berhadapan dengan 

gratifikasi, dimana 

saluran pengaduannya 

7. 13-19 

November 

2025 

- Mengikuti briefing 

“Semangat Pagi” 

setiap hari senin 

- Mengolah data 

monitoring transaksi 

digipay oleh satker 

dengan menggunakan 

excel 

- Mengikuti kegiatan 

government visit 

- Peserta magang 

mampu menggunakan 

pivot table dalam 

excel untuk mengolah 

data 

- Peserta magang 

mengetahui tentang 

materi APBN, nilai-

nilai kementrian 

keuangan, dll 
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mahasiswa UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta 

dan menjadi 

dokumentator pada 

kegiatan tersebut 

8. 20-26 

November 

2025 

- Mengikuti briefing 

“Semangat Pagi” 

setiap hari senin 

- Mengikuti kegiatan 

meet up komunita 

kemenkeu di KPPN 

yogyakarta dengan 

narasumber dari Bank 

Indonesia dan DJPb 

- Mengikuti kegiatan 

FGD FA Government 

Advisory Bulan 

November 2025 

- Mengikuti kegiatan 

Bimbingan Sistem 

Akuntansi Instansi 

(BIMASAKTI) 

dengan tema 

Penggunaan Coretax 

pada Bendahara 

Satuan Kerja 

Kementerian/Lembaga 

(Narasumber dari 

Direktorat 

Penyuluhan, 

Pelayanan dan 

Hubungan 

- Peserta magang 

mengetahui capaian 

realisasi anggaran para 

satker sampai dengan 

bulan November 2025 

- Peserta magang 

mengetahui strategi 

untuk meningkatkan 

efisiensi anggaran 

pada satker 

- Peserta magang 

mengetahui isi kertas 

kerja monitoring 

Government Advisory 

Bulan November 2025 

milik para satker 

(proses bisnis, 

teknologi informasi, 

realisasi anggaran, 

pengelolaan UP dll) 

- Peserta magang 

mengetahui tentang 

hubungan antara 

APBN dengan 

ekonomi makro 

- Peserta magang 

mengetahui tentang 
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Masyarakat, 

Direktorat Jenderal 

Pajak) 

 

mekanisme UP dan 

TUP 

- Peserta magang 

mengetahui 

bagaimana proses 

menginput pph 21, 

pph 23, dan pph 4 ayat 

2 di coretax 

9. 27 

November

–3 

Desember 

2025 

- Mengikuti briefing 

“Semangat Pagi” 

setiap hari senin 

- Mengolah anomali 

data pembayaran 

tunjangan kinerja 

pegawai yang 

berpotensi lebih bayar 

untuk periode 

September 2024 s.d. 

Agustus 2025. 

- Mengolah data 

monitoring transaksi 

digipay oleh satker 

dengan menggunakan 

excel 

- Peserta magang 

mengetahui 

perkembangan kinerja 

KPPN Yogyakarta 

dalam menghadapi 

LLAT (Langkah 

Langkah Akhir Tahun) 

- Peserta magang 

mengetahui contoh 

data data anomali pada 

pembayaran tunjangan 

kinerja pegawai pada 

satker 

- Peserta magang 

mampu menggunakan 

pivot table dalam 

excel untuk mengolah 

data 

10

. 

4-10 

Desember 

2025 

- Mengikuti briefing 

“Semangat Pagi” yang 

dilaksanakan setiap 

hari senin spukul 

07.30 

- Mengiktuti rangkaian 

- Peserta magang 

mengetahui tentang 

perkembangan KPPN 

Yogyakarta di akhir 

tahun 

- Peserta magang 
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kegiatan HAKORDIA 

(Hari Anti Korupsi 

Sedunia) 

- Mengikuti kegiatan 

sosialisasi RPATA 

- Menjadi dokumentator 

padda kegiatan 

sosialisasi RPATA 

mengetahui tentang 

mekanisme 

pembayaran pada 

akhir tahun anggaran 

melalui rekening 

penampungan akhir 

tahun anggaran 

(RPATA) 

11. 11-17 

Desember 

2025 

- Mengikuti briefing 

“Semangat Pagi” yang 

dilaksanakan setiap 

hari senin pukul 07.30 

- Melakukan 

wawancara kepada 

pelaksana seksi MSKI 

tentang bagaimana 

mekanisme 

monitoring CMS 

- Mengolah data 

monitoring CMS yang 

digunakan sebagai 

keperluan laporan 

magang 

- Peserta magang 

mengetahui tentang 

bagaimana mekanisme 

monitoring CMS 

12

. 

18-24 

Desember 

2025 

- Mengikuti briefing 

“Semangat Pagi” yang 

dilaksanakan setiap 

hari senin pukul 07.30 

- Mengolah data 

transaksi digipay pada 

satker untuk periode 

Desember 2025 

menggunakan excel 

- Peserta magang 

mampu mengolah data 

melalui excel dengan 

menggunakan pivot 

table 

- Peserta magang dapat 

meningkatkan skill 

design melalui canva 
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- Membuat powerpoint 

mengenai inovasi 

KPPN Yogyakarta 

dalam melayani satker 

dengan menggunakan 

aplikasi canva 

13

. 

25-31 

Desember 

2025 

- Mengikuti briefing 

“Semangat Pagi” yang 

dilaksanakan setiap 

hari senin pukul 07.30 

- Membuat powerpoint 

mengenai strategi 

keberlanjutan WBBM 

(Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani) 

KPPN Yogyakarta 

dalam melayani satker 

dengan menggunakan 

aplikasi canva 

- Membuat powerpoint 

mengenai service 

excellent KPPN 

Yogyakarta 

menggunakan aplikasi 

canva 

- Mengikuti konferensi 

PERS APBNKITA 

edisi Desember 2025 

melalui channel 

youtube Kemenkeu RI 

- Peserta magang 

mengetahui dan 

memahami strategi 

keberlanjutan yang 

dilakukan KPPN 

Yogyakarta untuk 

mewujudkan WBBM 

- Peserta magang 

mengetahui dan 

memahami standar 

pelayanan KPPN 

Yogyakarta terhadap 

satker 

- Peserta magang 

mengetahui 

perkembangan 

aktivitas ekonomi di 

Indonesia selama 

periode 2025 

14

. 

1-7 Januari 

2026 

- Mengikuti briefing 

“Semangat Pagi” yang 

- Peserta magang 

mendapatkan data 
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dilaksanakan setiap 

hari senin pukul 07.30 

- Mengolah data 

transaksi CMS pada 

satker periode januari- 

desember 2025 

- Wawancara dengan 

pelaksana seksi MSKI 

mengenai mekanisme 

monitoring CMS 

transaksi CMS pada 

satker periode januari- 

desember 2025 

- Peserta magang 

mengetahui 

mekanisme 

monitoring CMS yang 

dilakukan oleh KPPN 

Yogyakarta 

15

. 

8-14 

Januari 

2026 

- Mengikuti briefing 

“Semangat Pagi” yang 

dilaksanakan setiap 

hari senin pukul 07.30 

- Melanjutkan laporan 

akhir magang 

- Mengikuti rangkaian 

kegiatan hari bakti 

perbendaharaan 

- Peserta magang 

melanjutkan penulisan 

laporan akhir magang 

16

. 

15-21 

Januari 

2026 

- Mengikuti briefing 

“Semangat Pagi” yang 

dilaksanakan setiap 

hari senin pukul 07.30 

- Wawancara dengan 

pejabat fungsional 

bendahara 

pengeluaran KPPN 

Yogyakarta 

- Peserta magang 

mengetahui tentang 

penerapan CMS pada 

pejabat 

perbendaharaan 

17

. 

22-31 

Januari 

2026 

- Mengikuti briefing 

“Semangat Pagi” yang 

dilaksanakan setiap 

hari senin pukul 07.30 

- Peserta magang dapat 

melanjutkan untuk 

Menyusun laporan 

akhir magang  
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- Melanjutkan 

penyusunan laporan 

akhir magang 

 

4.4 Hasil dan Pembahasan 

KPPN Yogyakarta merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi 

perbendaharaan dan pengelolaan kas negara, dan juga berperan sebagai satuan kerja 

yang melaksanakan anggaran. Dalam menjalankan fungsi tersebut, KPPN Yogyakarta 

diwajibkan untuk menerapkan sistem pembayaran non-tunai melalui Cash 

Management System (CMS) sebagai sarana pendukung digitalisasi pengelolaan 

keuangan negara. Penerapan CMS di KPPN Yogyakarta tidak hanya berkaitan dengan 

penggunaan sistem dalam pelaksanaan transaksi keuangan oleh bendahara 

pengeluaran, tetapi juga mencakup kegiatan monitoring untuk memastikan CMS 

digunakan sesuai ketentuan, prosedur, dan tujuan pengelolaan keuangan. Monitoring 

CMS menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan CMS, karena melalui 

kegiatan monitoring dapat diketahui tingkat pemanfaatan, kepatuhan, serta kendala 

yang dihadapi dalam penggunaan CMS. 

4.4.1 Penerapan Cash Management System (CMS) untuk Pengelolaan 

Keuangan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 

Yogyakarta 

      a.  Awal mula penggunaan CMS 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara pengeluaran KPPN 

Yogyakarta mengenai penerapan CMS, awalnya CMS digunakan di KPPN 

Yogyakarta karena adanya kebijakan transaksi nontunai oleh Kemenkeu melalui 

PMK no 183 tahun 2019. CMS yang pertama kali digunakan di KPPN Yogyakarta 

adalah CMS Bank BRI, digunakan mulai dari awal 2020 hingga pertengahan 

2021, namun karena kurangnya performa dari CMS BRI untuk mendukung 

pekerjaan bendahara pengeluaran KPPN Yogyakarta, maka KPPN Yogyakarta 

mengganti mitra bank ke CMS Bank Mandiri. Pada saat awal penggunaan perlu 

adanya pembukaan rekening virtual pengeluaran bersama mitra bank.  Pembukaan 
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rekening virtual ini dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, fiturnya yang 

lengkap tentu memudahkan bendahara dalam bertransaksi. CMS Bank Mandiri 

bisa diakses melalui https://koprabymandiri.com. Pada web ini bisa login akun 

yang sama secara bersamaan dengan device yang berbeda. Nama rekening KPPN 

Yogyakarta adalah BPG 030 KPPN Yogyakarta. BPG adalah kode rekening 

bendahara pengeluaran, dan 030 adalah kode KPPN yang merujuk pada KPPN 

Yogyakarta. KPPN Yogyakarta memiliki nomor rekening CMS 1050005527399 

dimana enam digit terakhir adalah kode satker KPPN Yogyakarta. Jadi, CMS itu 

seperti mobile banking versi untuk satker pemerintahan. CMS digunakan oleh 

bendahara untuk  menerima Uang Persediaan (UP) ataupun LS (Uang Langsung). 

CMS juga digunakan untuk melakukan pembayaran ke mitra, ke rekanan, 

membayar pajak, atau membayar tagihan-tagihan yang sudah memiliki Virtual 

Account (VA). Dalam periode 2025, sudah 98% transaksi oleh KPPN Yogyakarta 

dilakukan melalui CMS. 

        b. Manfaat dan Keuntungan dari Penerapan CMS  

Manfaat dan keuntungan yang dirasakan oleh bendahara pengeluaran 

KPPN Yogyakarta adalah transaksi jauh lebih efektif dan efisien, mengurangi 

potensi terjadinya salah bayar karena semua transaksi sudah terhitung, 

mengurangi  terjadinya kurang atau lebih bayar, memudahkan dan mempersingkat 

waktu pekerjaan bendahara pengeluaran, karena bendahara tidak perlu ke bank 

untuk melakukan transaksi.  

        c. Pembagian Role User CMS 

Terdapat 2 pembagian role user yaitu user maker dan user approval. User 

maker (Bendahara), bertanggungjawab untuk merekam data transaksi atau 

transfer. Selanjutnya User approver (KPA), bertugas melakukan penyetujuan atas 

transaksi dengan memasukkan kode token. Setiap kali bendahara akan melakukan 

transaksi maka KPA sebagai user approver perlu menyetujui transaksi tersebut 

agar transaksi dapat terlaksana. Dengan adanya pembagian role tersebut membuat 

CMS mempunyai mekanisme checks and balances yang transparan, sehingga 

dapat menghindari terjadinya fraud yang dilakukan oleh bendahara pada saat 

bertransaksi melalui CMS. 

https://koprabymandiri.com/
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4.4.2 Mekanisme Monitoring CMS sebagai Bagian dari Penerapan CMS di 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta 

Monitoring CMS pada satker KPPN Yogyakarta dilakukan secara internal 

oleh KPPN Yogyakarta. Jadi, KPPN Yogyakarta merekap data transaksi para 

satker dari 3 bank mitra CMS, yakni Bank BNI, Bank BRI, dan Bank Mandiri. 

Kemudian, KPPN Yogyakarta mengeluarkan surat hasil monitoring penggunaan 

CMS yang ditujukan kepada KPA satker mitra KPPN Yogyakarta yang bertujuan 

untuk mendorong pemanfaatan sistem pembayaran nontunai. Komponen yang 

dipantau dalam monitoring CMS adalah jumlah transaksi CMS, nilai transaksi 

CMS, %jumlah transaksi CMS apabila dibandingkan dengan transaksi kartu debit 

dan transaksi teller, dan jumlah rekening satker yang belum melakukan transaksi 

menggunakan CMS. KPPN Yogyakarta melakukan monitoring penggunaan CMS 

di lingkup KPPN Yogyakarta secara rutin sebulan sekali dan di akhir tahun ada 

laporan hasil monitoring selama 1 tahun periode.  
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Gambar 5 Surat Hasil Monitoring CMS 



37 

 

 

Gambar 6 Daftar Satker yang Belum Menggunakan CMS 
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Gambar 7 Contoh Rekapitulasi Transaksi Satker 

4.4.3 Kontribusi Penerapan CMS terhadap Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan Keuangan pada KPPN Yogyakarta 

Efektivitas merupakan suatu tingkat untuk mengukur keberhasilan yang 

telah dihasilkan oleh seseorang atau sebuah instansi pemerintahan dengan cara 

tertentu hal ini sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam sebuah instansi 

pemerintahan. Maksud dalam hal ini, semakin banyak rencana yang berhasil 

dicapai maka suatu kegiatan yang dilakukan dianggap semakin efektif. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini efektivitas CMS diukur berdasarkan 

indikator efektivitas menurut Makmur yaitu, ketepatan waktu, ketepatan 

perhitungan biaya, ketepatan berpikir, ketepatan melakukan perintah, dan 

ketepatan sasaran. 

       a. Ketepatan Waktu 

Penerapan CMS di lingkup KPPN Yogyakarta dapat membantu bendahara 

untuk mempersingkat waktu pekerjaan, karena dengan adanya CMS bendahara 

tidak harus mendatangi bank untuk melakukan transaksi. Dengan adanya CMS 



39 

 

bendahara dapat melakukan transaksi kapan saja dan dimana saja, tanpa ada 

batasan waktu dan tempat. Sebelum ada CMS bendahara hanya bisa melakukan 

transaksi ke bank sesuai jam kerja. Kemudian, setelah adanya CMS bendahara 

dapat melakukan transaksi dari pagi, siang, sore, bahkan hingga tengah malam. 

Namun terkadang ada kendala terkait server CMS, misalnya saat server 

maintenance sehingga bendahara tidak bisa melakukan transaksi. Dalam hal ini 

penerapan CMS memanfaatkan waktu yang tepat sehingga menentukan 

keberhasilan suatu pekerjaan yang dilakukan bendahara dalam memenuhi 

kewajibannya. 

Hasil analisis tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh NR 

Primadani (2019) yang menyatakan bahwa penggunaan CMS dari PT. Bank Aceh 

Syariah memberikan banyak manfaat, salah satunya mempermudah kebutuhan 

transaksi bagi instansi pemerintahan sehingga dapat meningkatkan efektivitas. 

Dengan demikian, ketepatan waktu dalam penerapan CMS di KPPN Yogyakarta 

mendukung temuan tersebut bahwa CMS berkontribusi positif terhadap 

efektivitas pengelolaan keuangan instansi pemerintah. 

       b. Ketepatan Perhitungan Biaya 

Penerapan CMS tentu mempermudah bendahara terkait perhitungan biaya 

dalam hal transaksi pengeluaran. Dengan adanya CMS maka pemantauan arus kas 

pada KPPN Yogyakarta menjadi lebih mudah, cepat dan akurat. Transaksi 

menggunakan CMS juga dapat menghemat biaya-biaya operasional yang 

dikeluarkan misalnya seperti uang Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan. Selain 

itu, CMS juga dapat mencegah terjadinya kesalahan perhitungan biaya karena 

semua sudah tercatat sesuai sistem.  

Hal ini sejalan dengan penelitian Imelda Sari (2020) yang menunjukkan 

bahwa pelaksanaan CMS di PIK Pulogadung dapat mendukung pengelolaan 

keuangan daerah menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudahan pemantauan arus 

kas serta penghematan biaya operasional yang dirasakan KPPN Yogyakarta 

merupakan bukti nyata bahwa CMS mampu meningkatkan efisiensi dalam 

perhitungan dan pengelolaan biaya. 

       c. Ketepatan Berpikir 
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Penerapan CMS tentu membantu bendahara pengeluaran KPPN 

Yogyakarta untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan efisien. Sejauh 

ini penerapan CMS di KPPN Yogyakarta berjalan dengan lancar dan bendahara 

tidak kesulitan untuk memanfaatkan CMS. Terdapat kendala pada awal mula 

penggunaan CMS di KPPN Yogyakarta, yakni fitur dari bank mitra yang kurang 

mendukung bendahara KPPN Yogyakarta dalam melakukan transaksi, namun 

sekarang KPPN Yogyakarta sudah mengganti bank mitranya. 

Kondisi ini didukung oleh penelitian Putri Safadilla (2024) yang 

menyatakan bahwa penggunaan CMS oleh KPU Kabupaten Jember 

mempermudah kebutuhan transaksi di lingkungan pemerintahan dan membuat 

proses transaksi menjadi lebih efisien dan teratur. Kemampuan bendahara KPPN 

Yogyakarta dalam beradaptasi dan memanfaatkan CMS secara optimal 

mencerminkan bahwa penerapan sistem ini telah berhasil mendorong pengelolaan 

keuangan yang lebih efektif. 

      d. Ketepatan Melakukan Perintah 

Kemampuan dalam menggunakan aplikasi CMS sangat mempengaruhi 

dalam melakukan perintah yang jelas dan mudah untuk dipahami. Sementara pada 

KPPN Yogyakarta, bendahara pengeluaran sudah handal dalam memanfaatkan 

fitur CMS. Sehingga tidak ada keluhan dalam memanfaatkan CMS.  

Semua bendahara pada satker wajib memiliki sertifikasi pelatihan sehingga 

seharusnya bendahara handal dalam memanfaatkan fitur CMS.  

Hal ini sesuai dengan penelitian Manda Juniar Auffar (2023) yang 

menyatakan bahwa penggunaan CMS di Biro Keuangan BNN RI dapat dikatakan 

sudah efektif karena sudah memenuhi kelima indikator efektivitas. Keberhasilan 

tersebut salah satunya ditentukan oleh kemampuan pengguna dalam 

mengoperasikan sistem, sebagaimana bendahara KPPN Yogyakarta yang telah 

memiliki sertifikasi pelatihan sehingga handal dalam memanfaatkan fitur CMS. 

      e. Ketepatan Sasaran 

Penerapan CMS di KPPN Yogyakarta terbukti dapat meningkatan 

efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Melalui 
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CMS, transaksi dilakukan secara non-tunai dan tercatat otomatis dalam sistem 

perbankan sehingga proses pembayaran menjadi lebih cepat dan risiko kesalahan 

pencatatan dapat diminimalkan. Setiap transaksi memiliki jejak digital yang jelas, 

sehingga memudahkan proses pengawasan serta pertanggungjawaban keuangan. 

Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahmawati Zein yang menyatakan 

bahwa penerapan CMS semakin mempermudah kebutuhan transaksi bagi instansi 

pemerintahan sehingga dapat mempertinggi efektivitas pengelolaan keuangan. 

Hal tersebut membuktikan bahwa CMS yang diterapkan secara optimal akan tepat 

sasaran dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan 

keuangan instansi pemerintah. 

Pemanfaatan CMS juga mendorong kepatuhan terhadap prosedur karena 

seluruh transaksi dilakukan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dalam sistem. 

Dengan demikian, pengelolaan keuangan menjadi lebih tertib, terdokumentasi, 

dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan 

CMS telah tepat sasaran dalam mendukung efektivitas pengelolaan keuangan di 

KPPN Yogyakarta. Tentu, penerapan CMS sangat direkomendasikan untuk semua 

satker terutama satker yang belum menggunakan CMS. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan Penerapan 

Cash Management System (CMS) untuk Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan 

Keuangan Studi Kasus KPPN Yogyakarta dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain: 

1. Penerapan CMS untuk pengelolaan keuangan di KPPN Yogyakarta berjalan dengan 

lancar. CMS digunakan oleh bendahara pengeluaran KPPN Yogyakarta untuk 

melaksanakan transaksi non-tunai seperti pembayaran kepada rekanan, pembayaran 

pajak, serta pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan LS. Terdapat 2 pembagian role user 

CMS, yaitu user maker (Bendahara), bertanggungjawab untuk merekam data transaksi 

atau transfer. Selanjutnya, User approver (KPA) bertugas melakukan penyetujuan atas 

transaksi dengan memasukkan kode token. Melalui pembagian role user CMS maka dapat 

mencegah bendahara pengeluaran untuk melakukan fraud saat bertransaksi. 

2. Monitoring CMS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan CMS. 

Monitoring dilakukan secara internal oleh Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan 

Internal (MSKI) melalui rekapitulasi data transaksi, nilai transaksi, serta perbandingan 

metode pembayaran. Monitoring dilaksanakan secara rutin dan dilaporkan secara 

periodik sebagai bentuk pengawasan atas kepatuhan dan optimalisasi penggunaan CMS. 

Melalui monitoring tersebut, KPPN dapat mengetahui tingkat pemanfaatan CMS serta 

mengidentifikasi kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. 

3. Penerapan CMS di KPPN Yogyakarta terbukti berkontribusi terhadap peningkatan 

efektivitas pengelolaan keuangan. Ditinjau dari lima indikator efektivitas, CMS terbukti: 

a. Meningkatkan ketepatan waktu, karena transaksi dapat dilakukan tanpa harus 

mendatangi bank dan tidak terbatas pada jam operasional tertentu. 

b. Mendukung ketepatan perhitungan biaya, karena seluruh transaksi tercatat 

otomatis dalam sistem sehingga meminimalkan kesalahan pencatatan sekaligus 

menghemat biaya operasional. 
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c. Mendorong ketepatan berpikir, dengan memberikan kemudahan akses informasi 

saldo dan arus kas sehingga bendahara lebih cepat dalam pengambilan keputusan. 

d. Mendukung ketepatan dalam melakukan perintah, di mana bendahara yang 

bersertifikasi telah terbukti handal dalam mengoperasikan fitur-fitur CMS. 

e. Mewujudkan ketepatan sasaran, karena penerapan CMS mampu meningkatkan 

efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan simpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai 

bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait: 

a. Bagi KPPN Yogyakarta, perlu adanya koordinasi yang lebih intensif dengan pihak 

bank mitra terkait pemeliharaan server CMS agar gangguan teknis seperti server 

maintenance dapat diminimalkan. Hal ini penting agar proses transaksi bendahara 

tidak terhambat dan tetap berjalan secara optimal. 

b. Bagi satuan kerja (satker) mitra KPPN Yogyakarta yang belum memanfaatkan 

CMS secara maksimal, disarankan untuk segera mengoptimalkan penggunaan 

CMS dalam setiap transaksi keuangan. Penerapan CMS secara menyeluruh akan 

semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di 

lingkungan pemerintahan. 

c. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian 

dengan melibatkan lebih banyak indikator pengukuran efektivitas lainnya, 

sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai 

efektivitas penerapan CMS di instansi pemerintahan. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1: Script wawancara 

Pelaksana seksi MSKI 

Variabel Pertanyaan Wawancara 

Mekanisme Monitoring 

 

1. Bagaimana gambaran umum mekanisme 

monitoring CMS yang dilaksanakan oleh 

Seksi MSKI? 

2. Apa saja komponen yang dipantau dalam 

monitoring CMS terhadap satker? 

3. Seberapa sering KPPN Yogyakarta 

melakukan monitoring penggunaan CMS 

terhadap satker dalam satu tahun? 

 

Pejabat Perbendaharaan (Bendahara Pengeluaran KPPN Yogyakarta) 

Variabel Pertanyaan Wawancara 

Penerapan CMS 1. Bagaimana Penerapan CMS pada 

bendahara pengeluaran KPPN Yogyakarta? 

a. Awal mula penggunaan 

b. Manfaat dan keuntungan 

c. Pembagian role user 

 

Variabel Indikator Pertanyaan 

Efektivitas 

 

Ketepatan waktu  1. Apakah penerapan CMS dapat 

mempersingkat waktu 

pekerjaan? 
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2. Apakah aplikasi Cash 

Management System dapat 

meringkas pekerjaan? 

3. Apakah pernah ada kendala 

terkait waktu transaksi melalui 

CMS? 

Ketepatan biaya  1. Apakah CMS mempermudah 

bendahara dalam memantau arus 

kas dan informasi nominal 

transaksi? 

2. Apakah penerapan CMS 

dalam bertransaksi dapat 

mengurangi biaya yang 

dikeluarkan? 

3. Apakah penerapan CMS dapat 

mengurangi error dalam hal 

perhitungan biaya? 

Ketepatan berpikir  1. Apakah bendahara merasa 

lebih mudah dalam mengelola 

kas setelah menggunakan CMS? 

2. Apakah penerapan CMS 

sejauh ini berjalan dengan 

lancar? 

Ketepatan melakukan 

perintah  

1. Apakah ada pembinaan yang 

dilakukan KPPN Yogyakarta 

terhadap instansi pemerintah 

selaku pengguna CMS? 

Ketepatan Sasaran  1. Menurut Ibu, apakah 

penggunaan CMS berdampak 

signifikan terhadap efisiensi, 

transparansi, dan akuntabilitas 
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pengelolaan keuangan pada 

satker? 

2. Apakah Ibu 

merekomendasikan CMS ini 

untuk instansi pemerintahan lain 

yang belum menggunakannya? 
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Lampiran 2: Curriculum Vitae  
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Lampiran 3: Briefing “Semangat Pagi” yang dilaksanakan setiap hari senin pukul 07.30 

 

Lampiran 4: Mengolah data hasil survei Penilaian Pengendalian Intern Tingkat Entitas 

(PITE) menggunakan excel 
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Lampiran 5: Mengikuti FGD Implementasi Central Government 

 

Lampiran 6: Mengolah data transaksi digipay periode Desember 2025 
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Lampiran 7: Mengolah data realisasi penggunaan CMS pada Bank BNI 

 

Lampiran 8: Mengolah data realisasi penggunaan CMS pada Bank BRI 

 

Lampiran 9: Mengolah data realisasi penggunaan CMS pada Bank Mandiri 
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